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BIDTET!tr PEII.DIDIIIEN Ttr. 2O2O

TEEIATAil:

HBANGIINAN/REHABILITASI GEDIING DAN PENGADAAN

s NTT P&N6NANA SEKOIITH MENENGAH PERTA}IA (DAK REGUTER 2O2O)

Antara

HIMNTAH IIAERAH KABIIPAIBI HSSIR SEIiTAII

dengan

KEPAI.A SEIOI.AH Silil I ISIEAYA}IE

ilamr
Targgal

: 04/IV/SARPRAS/DAKPSMP/SI,VK/DPK-PS I 2O2O

: O2APRIL2O2O

lEi iri xan b tanggal Duabulan Aprittahun Dua ribu dua puluh,lGmiyang bertanda tangan di
rI:

L tanna

L Satan

1 AEmt

ikna
fahatal

fEn*

: ELIDARTI,M.Pd

: Kuasa Pengguna Anggaran Bidang pembinaan SMp

Tahun Anggaran 2O2O

: Jl. H. Agus Salim - painan

utfuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten pesisir Selatan

dlsebut PIHAKPERTAHA.

L

L
!.

: JOH SUARDI,S.Pd

: Kepala UPTSMPN t Lengayang

: Il.Ujung Padang Kambang

dil es nama jabatan tersebut diatas berdasarkan Sumt Keputusan Bupati pesisir Setatan No.

2018 Tanggal 27 Februari 2018 yang selanjutnya disebut prHAK KEDlrA,
PEITAH/I dan PIHAK IGDUA secan bersama terlebih dahulu menjelaskan dan menyadari

haFhal sebagai berikut :

L Etrm undang-undang Nomor 20 Tahun 2@3 antara lain mengamanatkan :

> Pasal 11 ayat (1) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan

lerntdahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga
negam hnpa diskiminasi;



NanorSPPB
Tanggal

: 04/tu. 15 ARPRASTD AKP SMP /$tw,/D p K-p Sp.@O
: A2April2MQ

> H 45 ryd (f) : slstem Pendidikan Nasionat diatur bahwa setiap satuan pendidikan format
frn rur formal nslyedi,akan sanna dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan
qEd GtFn perhrmbuhan dan perkembangan potensi frsi( kecerdasan inteleKual, sosial,

> E .5 G (1) : Fendanaan pendidikan menjadi tanggungiawab bersama antara pemerintah,

ffir&rah dan masyarakag

> E tr aft (2) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhnggung jawab menyediakan

iEm ptffikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar

ftm negil( Indonesia Tahun 1945;

h rrldtn peringkatan prcsamna pendidikan merupakan satah satu prioritas pembangunan

E gngga Pemerintah berupaya mendorong Pemerinhh provinsi, Kabupaten/Kota

frt li6ran nyata dalam mewujudkan peningkatan akse bagi masyarakat terhadap
penpg ldrih berkualitas dengan mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK);

Elm knnran Fenrerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 42 tenbng Standar Nasional pendidikan
oOagrnana hhh beberapa kali diubah temkhir dengan Peraturan pemerintah Nomor i3 Tahun
2Ilr5 pp rnewajibkan setiap satuan pendidikan memiiik sarana prasarana pendidikan untuk
ttrenrfing Prrc pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan datam rangka meningkatkan mutu
prffien;
Hrm Ferahrran Presiden Republik Indonesia No. 88 Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019
ErHtg Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2020 menentukan bahwa kegiatan
ptpkahn pl?tsaltlna pendidikan dilakukan oleh Panitia Pembangunan Sekotah secara swakelola
ptg dktapkan oleh Kepala Sekolah penerima alokasi DAK sebagai bagian integrat manajemen
ffiis sekolah;

Hrm Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020
Tilggal 26 Februari 2020 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Fsi< Bilang Pendidikan Tahun Anggann 2020;

6' Hm unhrk peningkatan prasanna pendidikan disediakan anggaran metalui Dokumen
knan Anggaran (DPA) Nomor 1.01.01,1.01.01.01.16.83 Kegiatan pembangunan/Rehabitihasi

6q dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah perhma (DAK Reguler ZOZO);

ii trEnyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian pemberian

ItsE Abhi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan-ketentuan

ffirydt ryrti dalam pasaFpasa! di bawah ini :

tbj4fuiPabrilmBanhmn
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u"k"r:"ffl1,5,"n
Pefianjian ini sebagai bagian dari pelaksanaan program DAK Fisik rahun Anggaran 2020 dimaksudkan
untuk mendanai kegiatan pembangunan/rehabilihsi prasarana pendidikan pada jenjang sekolah Menengah
krhma dengan tujuan sebagai upaya pemenuhan prasarana pendldilon sesuai dengan standar nasional
pendidikan' Pihak Kedua belsedia melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam p,4B &
@mbar serta bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan dana yang diterima.

Pasal 2

Ungkup pekerjaan

krjanjian Pemberian Bantuan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk
menyeleaikan pekerjaan pembangunan/rehabilitasiprasarana pendidikan pada sMpN I Lengayang yang
meliputi:

l. Rehabilitasi Ruang laboratorium IpA,

Ia ns ka *j,:Tl:," ksa naan

1' Jangka waktu petaksanaan sebagaimana dimakudidatam pasal 2 adalah 120 (seratus dua putuh) hari
kalender terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang pendidikan Tahun Anggaran 2o2o da
rekening PIHAK tcDUA.

2' PrHAK IGDUA akan mulai melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 paling
lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung mutai saat diterimanya dana DAK risik a6an!
Pendidikan Tahun Anggaran ZOZO d, rekening PIHAK KEDUA.

3' Pelaksarnan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling tambat pada tanggal 30 Desember
2020.

Pasal 4
prinsip-prinsip pekerjaan

Prinsipprinsip dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang pendidikan Tahun Anggaran 2020 meliputi :l. Pelaksanaan dikerjalon dengnn met<anisme swakelota,

2. Penerapan a;as efekifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabititas,
3' Pengutarnaan paftisipasi masyarakat daram pengeroraan kegiatan,
4. optimalisasi kuaritas pekerjaan dengan barang yang dihasirkan,

Strat Perjaqjian pemberion Banruan
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Pasal 5

Tugasdan Kewajiban para pihak

I. PIHAK PERTA}.IA :

a) Menyalurkan dana dengan segem ke satuan pendidikan penerima DAK Fisik Bidang pendidikan

melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan jangka waktu pelaksanaan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

b) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Bidang pendidikan di tingkat
Kabupaten.

c) Memberikan bimbingan teknis dan/atau sosialisasi dan/atau pendampingan pelaksanaan DAK Bidang

Pendidikan.

d) Melaksanakan monitoring dan evaluasiserta menyusun pelaporan kegiahn DAK Bidang pendidikan.

2. PIHAK IGDUA :

a) Bertanggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan program DAK secara fisik dan keuangan di tingkat
sahnn pendidikan (Sekolah).

b) Membentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) ditingkat Satuan Pendidikan (Sekotah).

c) Melaporkan keadaan fisik dan keuangan seria penggunaannya secara periodik kepada PIHAK
PERTAMA.

d) Mencatat dan melaporkan aset yang diperoleh dari DAK Bidang pendidikan kepada PIHAK
PERTAMA.

Pasal 6

Pelaksanaan pekerjaan

klaksanaan pekefiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 memperhatikan hal-halsebagai berikut :

a. PrHAK KEDUA dalam melakanakan kegiatan harus melibatkan unsur sekotah, komite dan masyarat<at

sebagai bagian integral manajemen berbasis sekotah,

b. PIHAK KEDUA dalam mengetola DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 harus sesuai dengan petunjuk Teknis
dan Petunjuk operasional DAK Bidang Pendidikan serta peraturan perundang-undangan yang terkait,

c. PIHAK KEDUA membuat laporan secara berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan/kemajuan pekerjaan

kepada PIHAK PERTAMA,

d. PIHAK KEDUA wajib membuat dan menyemhkan kepada PIHAK PERTAMA dokumentasi pekerjaan,

laporan kemajuan pekefiaan dan kelengkapan administasi lainnya pada tahapan pencairan dana,

e. PIHAK KEDUA wajib melakukan pencatahn penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas serta
pelaporan keuangan dari hasil pekerjaan,

f. PIHAK XEDUA berkewajiban memungut dan sekaligus menyetorkan pajak-pajak yang terloit dengan
pelaksanaan pekerjaan serta menyimpan buKFbukti setoran dan faktur pajak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan,

Sx,'at Perjoqii@t Peniberiart Bantuan
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I PIHAX XEDUA be*orvajiban melakukan serah terima hasil pekerjaan dengan PIHAK pERTAlrtA yang

Asgkan dalam Berita Acara Serah Terima pekerjaan,

h- t!ilAf xmUA wajib menyimpan seluruh dokumen pelalcanaan DAK Fisik Bidang pendidikan Tahun
lrpzrra2O20,

i f,UiU reDUA berhnggung jawab penuh terhadap pengelolaan seluruh dana DAK Fisik Bidang

ffin Tahun Anggaran 2020 yang diterima dari prHAK PERTAMA,

Pasal 7

Pengawasan dan pemeriksaan

r En pengawasan/pemeriksaan dan pengendalian pekerjaan, PIHAK PERTAMA dibantu oleh tenaga

ffiryang merupakan unsur individu yang ahli dibidangnya,

D, P![lAl( PERTAMA mempunyai hak untuk menolak setiap hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan

Entuan pela ksanaannya,

Pasal 8

Iumlah Dana Bantuan

1- DAK Flsik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 yang diberikan PIHAK PERTAHA kepada PIHAK
EDUA sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus dua putuh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
a) Rehabilitasi ruang laboratorium IpA = R.p. 125.000.000,-

2 Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
hal2.

Pasal 9

Penyaluran Dana

Erg*rnn penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam pasalS ayat (1) sebagai berikut :

L Tahap I : 25o/o (Dua puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana swakelola setetah perjanjian ini
&Matangani kedua belah pihak beserta dokumen tainnya diterima dan disetujui PIHAK PERIAIT|A,

Z Tahap II : 45olo (Empat puluh lima perseratus) dari keeluruhan dana swakelola apabila pekerjaan telah
nrencapai bobot 20% (Dua puluh perseratus), dilengkapi dengan dokumentasi dan progress kemajuan
pd(erjaan,

a Tdap III : 30% (l'iga puluh perseratus) dari keseturuhan dana s,wakelola apabita pekerjaan telah
rrencapai bobot 65% (enam puluh lima perseratus), dilengkapi dengan dokumentasi dan progress

kemajuan pekerjaan.

fuu Perjag ian P e nbe r ian Banhun
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Ea @aran disalurkan/transfer ke rekening PIHAK KEDUA dengan rincian sbb :

ktla Rd<ening :

krEr Rekening : (t4{[.02f0.0668g-l

Irm Bank : Bank Nagari cabang pembantu Kambang

Pasal lO

Force Majeure

L fue Majeure adatah suatu keadaan yang terjadi dituar kemampuan manusia dan tidak dapat
f,ftdarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya seperti bencana
&n, epidemi( peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan/kerusuhan.

L Apabila terjadi force majeure maka PIHAK XEDUA segera memberitahukan kepada PIHAK
PERTAMA secara tertulis selambat-tambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak
Erjadinya force majeure dengan dilengkpi buKitertutis yang dikeluar*an oteh pihak berwenang.

3- Berdasarkan pemberitahuan tertulis ciari PIHAK KEDUA sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2)
maka PIHAK PERTAMA akan melakukan evatuasidan kajian untuk mengambil keputusan, menyetujui
&u menolak permohonan dari PIHAK IGDUA tersebut.

+ Apabila permohonan tertulis dari PIHAK KEDUA tentang force majeure diterima/ciisetujui maka akan
dilakuka n peru baha n perja njian sedangkan perja nj ia n awa I d inyatakan bata I.

Pasal ll
Sisa Dana

1' Apabila PIHAK IGDUA dalam melaksanakan pekerjaan terdapat kelebihan/sisa dana maka dapat
digunakan untuk menambah volume atau sasaran dengan persetujuan PIHAK PERTAMA,

L Jil(a sisa dana tidak digunakan unhrk penambahan volume atau sasaran maka sisa dana tersebut harus
dlsetorkan kembali ke kas daerah.

Pasal 12
pertanggungjawaban

L PIHAK XCDUA wajib membuat taporan secara berkala mengenai pelatcsanaan pekerjaan / kemajuan
pekerjaan fepaOa PIHAK pERTAtrtA.

L PrHAK IGDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PrHAK PERTAMA dokumentasi kegiatan
beserta kelengkapan administrasi lainnya pada tahapan pencairan dana.

I

,hlE-I?lErr*nMtan
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3- t4oran pertanggungjawaban kegiatan harus sudah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK

PEITAIIA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat selesainya pelaksanaan

pelerExtn, dilampiriantara lain :

a) Bertba Acara Serah Terima,

b) Bt lGi pertanggungjawaban keuangan seperti : kwitansi/ faktur setiap pembelian barang dan buKi
pengeluaran lainnya,

c) Bnkti setoran pajak,

d) tukti teknis pekerjaan.

Pasal 13

Sanksi

Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan atau terjadi penyimpangan dari

k#ntuan yang berlaku dalam dokumen teknis, MB dan Gambar rencana, maka PIHAK PERTAMA

secam sepi ha k dapat mem utuskan/meng hentika n pekerjaan tersebut.

Pernutusan/penghentian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas maka PIHAK KEDUA wajib

nengembalikan seluruh dana dan disetorkan ke kas daerah dan dikenakan sanksi sesuai dengan

k*ntuan perundang-undangan.

Pasal 14

PENUTUP

Enftian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di painan, pada hari dan

bnggal tersebut di atas. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya

bennabreicukup dan 2 (dua) rangkap lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Painan, tanggal tersebut di atas

PIHAK PERTAMA,
Kuasa Pengguna Anggaran

PIHAK KEDUA,
Itepala UPT SMPN I Lengayang

16 199703 I 005

e-x"\91un smo" .\7crl;;ffi\?
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